BUPATI JEPARA

Menimbang

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 Peraturan

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupaten Jepara, maka periu ditetapkan Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, periu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826),

10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebariuasan
Peraturan Perundang-undangan;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2008 Nomor 2 ).

12.Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008
Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI KECAMATAN DI KABUPATEN JEPARA



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

o s W

© ONO

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Jepara.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah keria Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoieh
pdimhnnmnwnmmmwunﬂmmmm
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Jepara ;
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten
dalam wilayah kerja Kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang
berada di Kecamatan,

BAB i
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Kecamatan Batealit, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan
Welahan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mayong, Kecamatan
Nalumsari dan Kecamatan Pakis Aji terdin dari.
a. Camat,
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Seksi Tata Pemerintahan;

Seksi Pelayanan Umum
Kelompok Jabatan Fungsional.

]
:
|

Mionggo, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Kedung, Kecamatan Kembang
Kecamatan Donorojo terdin dari :
a. Camat,
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
a. Subbag Perencanaan dan Keuangan,
b. Subbag Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pantai |
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;

f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;

g. Seksi Pelayanan Umum |

h.

Kelompok Jabatan Fungsional.



(3) Susunan Organisasi Kecamatan Jepara terdiri dari .
a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
1. Subbag Perencanaan dan Keuangan,
2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan;
d Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pantai ;
e. mwwmnmmm:
f.  Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
g :
h

Seksi Pelayanan Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
(4) Susunan Organisasi Kecamatan Karimunjawa terdiri dari :
a. Camat,
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
1. Subbag Perencanaan dan Keuangan,

2. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
WPWMMHWMMPWM:
Seksi Sosial, Lingkungan Hidup dan Taman Nasional;

Seksi Pelayanan Umum ;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB I
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN BATEALIT, KECAMATAN PECANGAAN, KECAMATAN WELAHAN,

KECAMATAN KALINYAMATAN, KECAMATAN MAYONG,
KECAMATAN NALUMSARI DAN KECAMATAN PAKIS AJI

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dihnpﬂhnohh&mﬁum#mnmmmwdm.

Pasal 4



Bagian Kedua
Sekretaris Kecamatan

Pasal 5

(1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di bidang pembinaan
administrasi,

tZJS&mwwmhmmmmwmmdim
dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 6

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan
pembinaan administrasi yang meliputi  pengelolaan  ketatausahaan,
kerumahtanggaaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program
kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris

Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan;

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan,
kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;

d. pelayanan administratif,

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Kecamatan.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan
Instansi, administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;

b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan
Kinerja, dan RKA;



perencanaan keuangan Kecamatan
penyusunan anggaran belanja Kecamatan

kegiatan meliputi pembukuan, verifikasi
rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja Kecamatan;
pmmumnmpamrtumandan n keuangan

akuntansi Kecamatan;
pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang

keuangan,
pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya,

3 puukoudhuimpoﬂtnmnwasmmiﬁmkupw;

mmmmdmmmmmmupw;
punyhpanhuhmpmnmumnmnkimiadlnkmanmuaim
tugasnya;

pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya,
mwwnmdmmwxmm
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai urusan
surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan
kepegawaian

Pasal 12

~0Qapow

xr oz

mummmw,dmmmpw.hﬁdmmmmawd:
mmmmmmmw
pauummkourdinuimmhﬂanuldiwwﬂw‘

. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan Mbialwnjhlmhdi bidang

Umum dan kepegawaian;

.m“.wdﬂnmmwwm

menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.

pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
pehksm‘mnmnlﬂbﬂngdanmw.dmmmmnmmﬂam
lingkup tugasnya;

pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya



{Z}MTummdwmwwnmmdim
dan bertanggungjawab kepada Camat.
Pasal 14

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
umm.mnmmmm,mwmm.mm

Pasal 15

ummmmmmmmwu.mrm

Pemerintahan mempunyai fungsi ©

a. panyu:unanpmgmmdnnpembmnpanyduwunpmmmmﬂ
dan desa;

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa;

c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa.

|
|
|

g.
sipil;

h. mmmmmﬂwmwﬁ.mobﬁmm
kesatuan bangsa,

i. pembinaan urusan pertanahan;

J. kmmmnmnmammmmamwaimm

c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah
dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada bupati

k. mwmmdmmwmmm
fungsinya.



Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 17

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan
ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

. penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum,;

penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;

pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja ;

koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara

Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

e. koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan

untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah

kecamatan, dan

pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati

g. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

h. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan

i. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

j. mmwmmmmwmmm
ngsinya.

apow
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Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Perekonomian

Pasal 19

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa
dan perekonomian;

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat



Pasal 20

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian,
produksi dan distribusi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi

wwmmmmw
penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa ;

h_ penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan
distribusi

c. koordinasi penyelenggaraan perekonomian diwilayahnya;

d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa dan kecamatan;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

f. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dan

h. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

I. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup
Pasal 22
(1) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan dibidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup ;

(2) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 23

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan
kelestarian lingkungan hidup.



1y

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi

Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. mnnmnmmmdmwnbhmmhmndmhmmmm
kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;

b. penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

c. pmymumnprogmnmm&mlmnmnrﬂdm;

d. koordinasi pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya;

- wmmmmwmmm
fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 25

{1)MWMmMumrmww
dibidang Pelayanan Umum ;

{Z}Manmdwmwwmmdim
dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 26

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang perijinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat
sesuai kewenangannya.

Pasal 27

umwmmdwmmmm

Pelayanan Umum mempunyai fungsi ;

. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan |

mmmwwmﬁw;

mwmmmmmmm;
| dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat di kecamatan;

evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati

penyelenggaraan pelayanan umum

pengelolaan administrasi pelayanan ;

pemasangan standar pelayanan |

mmwummgubmnomcmmmm

fungsinya.

apow
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BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN KELING, KECAMATAN BANGSRI, KECAMATAN MLONGGO,
KECAMATAN TAHUNAN, KECAMATAN KEDUNG, KECAMATAN KEMBANG DAN
KECAMATAN DONOROJO

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 28

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 29

umwmmmummza.m
mempunyai fungsi :

pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
pangknmﬂhnﬂmmpenyehnggamnhﬂnﬂurﬂﬂd&nkehﬂt&nmuﬂ:
mkwdrmhnmmndmpammﬂpuum-m—uﬂm:
pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan,

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa :

pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

sapow
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Bagian Kedua
Sekretaris Kecamatan

Pasal 30

(1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di bidang pembinaan
administrasi,

(2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 31

kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.



d.pahmnm;
a.mwmmdwhnmcmmmm

Pasal 33

{1}Sukrutﬂriltwwdiﬂdan:
a. &mmwmmn
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

{zymmmamnmmdmﬂmmmwm
seorang Kspahmbamdadibamhdmmnmunﬁmbmpadn Sekretaris

Pasal 34

f kegiatan meliputi pembukuan, verifikasi,
rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja Kecamatan;
g. penyusunan laporan perh dan keuangan



u.mmnwmnwmmmmﬂnmm

tugasnya,

’ mmn.mmmmmm:

: mwhhmmmwwm
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Sub ian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
uurntwmnymat. kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, periengkapan, dan
kepegawaian.

pembuatan laporan kegiatan kecamatan;
penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
penyusunan data dan administrasi inventaris kantor; :
pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat
menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas,

. risasi kantor; :
pengurusan mutasi, diklat, mmm.munmmw;
pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian,
pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja: dae
.wmmmwmmmmmmmm
Umum dan kepegawaian;
pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai
lingkup tugasnya; ‘
pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya :
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

~poaoow
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Bagian Ketiga
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 38

(1) Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan;

(2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Camat



Pasal 39

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 40

UMWWWMdWMMI%.MTm

Pemerintahan mempunyai fungsi : :

a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum
dan desa;

b.mhkmmdanpemw-dmmwm
desa;

c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

|
i“
|
|

g. penyusunan program dan pembinaan administrasi i kependudukan dan catatan
sipil;

h. mmmmmnmmm.wwm
kesatuan bangsa,

i. pembinaan urusan pertanahan,

J. mmmmmmmmmmldim
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

k. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah
dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

| pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di_ﬁndm
Mnmmwmnmmmm
kecamatan kepada bupati .

m.mwhﬁnwdeMWMuﬂm

fungsinya.
Bagian Keempat _
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai
Pasal 41

[1}mm.mhnWWMumrm
Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
serta pengamanan pantai.

(2) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai dipimpin oleh seorang
mhmmdimmwwmcm

Pasal 42
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai ~mempunyai tugas

mmpunbimnkmmndanmmmmmn%ﬁwm
Praja dan pengamanan pantai.



.mmmmmnmwlmme
Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

e. kwﬂmwmnmmmammmdimwmkmm
ummwmmmmmwmm
kecamatan; dan

f. mmqunmmmkmlw

g. mmmmmmmmﬂmmwmdi
hﬂangwpermmmﬂw-uwn

h. mmmwwmmmmmdi
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan
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{1}smpmuayunuuymneudmwmm:hhmr
pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa
dan perekonomian;

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian dipimpin oleh
mmmmmdibamhdmmwmwwcm

Pasal 45

Pasal 46

UMWWW&M“MW&M

anmmnmdmwmwmw:

a. mummmdmmmmnmnmwmm: :

b. penmmmdanpwbmampummwmmm
distribusi ;

c. koordinasi andmmm;



d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
mmmwmmmwm

e. WMWMWNWMM
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

f pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wiiayahkm:tunbﬂtyangddakukannhhunnkmpmwhtnhmmm

g.mhhumnhwhmmbmmmnmmmi
dengan peraturan perundang-undangan; dan

h. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

Pasal 47
(1) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan dibidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup;

(2) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 48

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan
kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi

Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan
kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.

b. penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,

d. kMMWhﬁmdlm
e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 50

(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan
dibidang pelayanan umum ;



(2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 51

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang perizinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat
sesual kewenangannya.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi
Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan ,

perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan,

evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

apow
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i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN JEPARA

Bagian Kesatu
Camat
Pasal 53

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati .

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Camat
mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;



(2}$akruhrhm1nnbamdadm:hdanbarhnmunﬁmbmcm.
Pasal 56

memimmwmm
pembinaan  administrasi yang  meliputi pengelolaan  ketatausahaan,

Pasal 58

(1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

tzym«mmmnmmmmmmdwm
I(amm:mh“w o -~ ‘ .
n.

Pasal 59

smmnpmnmmmnmmmmm
penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan
Instansi, wmmmmww.mmﬂm
pmtanggunu'madminmmman



g. memmmmwmw
h. n koordinasi secara internal di lingkungan unit kera,
akuntansi Kecamatan,
J- mmmmimbidmw
k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang

menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya,
m. WMnmmmmmw:
n. pdal:sammnmnimmgdannnlumkmrjamuamw
o. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup
p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
q. mwmnmdmmmmm
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

n Rencana Kegiatan Kecamatan;

penyusunan naskah laporan kinerna kecamatan;
pembuatan laporan kegiatan kecamatan;
penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
penyusunan data dan administrasi inventaris kantor,
pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat
menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor,
wmm,dmwm.hakdankmn pegawai
pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;

. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Umum dan kepegawaian,

~oQapop
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n. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.

0. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.

lingkup tugasnya,

q. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

o

- 3
Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan
Pasal 63

(1) Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan adalah unsur pelaksana pemerintah
Kecamatan dibidang pemerintahan dan perkotaan .

(2) Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat .

Pasal 64

Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemernntahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi
kependudukan, urusan pertanahan, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan dan
pemberdayaan perkotaan .

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Tata

Pemerintahan dan Perkotaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum
dan desa/kelurahan;

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa/kelurahan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa/kelurahan;

pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/Lurah;

pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan;

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan

dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati

g. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan
sipil;

h. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan
kesatuan bangsa,

i. pembinaan urusan pertanahan,

j. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

k. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah
dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

|. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada bupati _

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan
fungsinya.

~0Q
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Bagian Keempat
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai
Pasal 66

(1) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
dan pengamanan pantai ;

{Z)MW,WMWHMdWMm
Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat .

Pasal 67

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai mempunyai tugas
melakukan pembinaan ketentraman, ketertban dan pengamanan pantai sefta
pembinaan Polisi Pamong Praja.

a. penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;

b. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;

c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja ;

d.kmmmhmdﬁnﬂqumMImme
Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

e. koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
unu#mmmmmﬂdankm&mmmmmmdim
kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban kepada bupati

f koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bummmpumwumn;

g. Wmmwwmmmmkwdi
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan

h. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

i. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengamanan pantai ;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan

fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Perekonomian
Pasal 69
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Perekonomian adalah

unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat
desa / kelurahan dan perekonomian,



{Z}MWMMIMWMnWW
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada
Camat.

Pasal 70

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Perekonomian mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan dan
perekonomian, produksi dan distribusi.

Pasal 71

UananMnmmhmdwdahumm.m
Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Perekonomian  mempunyai
fungsi :

a. penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan  masyarakat
desa/kelurahan ;

b. wmmmmmmemmm
distribusi ;

c. koordinasi penyelenggaraan perekonomian diwilayahnya;

d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

a.mmmnMWmﬂmmm
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

f. WMWWPWMMWWUI
Mwmmdimmmmmmm

swasta,
g.mwhindibﬁmmnwm
dengan peraturan perundang-undangan; dan _

h. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerna
kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

i. mwhmmummmimmwm

Bagian Keenam
Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

Pasal 72

(1) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup;

(2) MMIMWHHdeOﬂmmmem
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 73
SﬂﬂmeHﬁmmimmnﬁmm
kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan
kelestarian lingkungan hidup.
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Pasal 74

UMWWWMMM?&M
Hi i fungsi :

?shldﬂnl..ingkungnn u:lupnm'npl.:‘nw el ;
kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;

b. penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,

C. Wm.Mme;

d. koordinasi pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya;

e. mwmnmuwwwmmm
fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 75

{nmwmmMWMWWdi
bidang Pelayanan Umum;

&}SMPWMdWMmemdeM
dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 76

pelayanan umum
pemasangan standar pelayanan

i
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BABWI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN KARIMUNJAWA

Bagian Kesatu
Camat
Pasal 78

dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Camat
mempunyai fungsi :
: pongkoordMn kegiatan pemberdayaan masyarakat,

|
|
|
|
|
|

I ‘memm;
pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

0o ™

Bagian Kedua
Sekretaris Kecamatan
Pasal 80

(1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu Camat dibidang pembinaan
smini $

(2) Sekretaris Kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat .
Pasal 81

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan
pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, periengkapan dan menyusun program
kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
satuan organisasi Pemerintah Kecamatan .

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretaris
Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan ;

b. pengelolaan administrasi keuangan ,



(1) Sekretariat Kecamatan terdin dari -
3 Sub Bagian Perencanaan dan Ke¥angan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

WMWMMMMHIdWM
{E’mrlng mmummummmmuwmamm
Kecamatan.

Pasal 84

penmmmdmmmﬁmnkmhnmm
iM,MMman.mwm
w—— Smini -

Pasal 85

mﬂﬂ. md- pengendali mfr:mﬂﬂ

. naan kegiatan dan ian - _

: mmmmmwmamm,w
mm.mm penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Perencanaan dan Keuangan

o
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mwmimuiwumw;
akuntansi Kecamatan;
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tugasnya, : e ’
:: mwmmdmmmKWm

dengan tugas dan fungsinya.



a. penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan;
b. penyusunan naskah laporan kinerja kecamatan;
c. pembuatan laporan kegiatan kecamatan:
d. Wmmmm
e. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor; _ _
f.mmnmmwmmm.m
menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
. mwmwmmm;
. pelaksanaan pengadaan nmdgnmm:pammran:

- koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
m. mpargkomm' penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Umum dan kepegawaian,
n.;mnnm,mmmm@wmmm
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
z.mmmmmm,mmmmm
lingkup tugasnya, ki
i . ilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
?.' pelaksanaan pembinaan P:ﬁyungd wsi i
dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal B8

1MTHW.WMWWMMmr
3 MMndMnﬂanm
ketertiban ;

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh
mmKapuhnnghamdademMrmuwmcm .

Pasal 89

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
nmhknamkmmmmuhanunmmmuhmm
administrasi kependudukan, pertanahan, pendidikan poIﬂ( dahm negeri,
MnmmnMnmmmMMnMPm
Praja .



sipil;
h. pmummwmmﬁmnwmwm.mimmdan
kesatuan bangsa,
i. pembinaan urusan pertanahan;
kmmwmmmmmndanmmwmmimm
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; :
k. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah
dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;
. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja
koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara
Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
ummmmmmmmﬁm

q. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati

r. mmmmwpummmmmmﬁ
bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

s. mmmmmnmmwmmmmma
bﬁamm&mp«mmmmﬂmﬂmﬂgﬂndﬂmmw
Republik Indonesia; dan

t pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

u. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengamanan pantai ;

v. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
munmmmmmmnmmmm
kecamatan kepada bupati

op3~ 2o
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Bagian Keempat
Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 91

(1) Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kecamatan dibidang Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil ;

(2) Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat .



Pasal 92

mummm.mmmmmmmmnm
sesuai kewenangannya .

Pasal 93
Ummmmmmmmﬂmmez.sm

Kelautan mempunyai fungsi :

c. koordinasi pelaksanaan pengamanan pantai ;
d,mwmmdmmmmmm
fungsinya .

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Perekonomian

Pasal 92

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah unsur
pelaksanaan Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa
dan perekonomian ,

{z}mmmmmmmmmmdipnmm
mwmmdmmwmm,

Pasal 93

wwwmmwmm
mmwmwmmuanmm,

Pasal 94

umwwwmmmuwmmmsa.m

Pmnuwmmummmhnwnww:

a. mmmmdmummwnmwmm;

b. Wmmmmmmmmm

c. koordinasi penyelenggaraan perekonomian diwilayahnya;

d.mmnMMMUmkmmmIInm
mwmwumwwmhmm
pembangunan di desa dan kecamatan;

a MMWMWMumMMM
nmmutammmvaimmmmmm
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

f. mmwmmlmmnmbﬂdmmmmdi
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta;
g.palakmamwmndibidmgpqnwdamnmﬂhtm
dengan peraturan perundang-undangan; dan



h. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di m kena
kecamatan Impada_ w dengan tembusan kepada satuan kera perangkat
MMMIMWW

i. mwmmmmmwmm

Bagian Keenam
Seksi Sosial, Lingkungan Hidup dan Taman Nasional
Pasal 95

{1)MM.WMMTmmMmrM
Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan sosial lingkungan hidup dan Taman

{ZIMMWHﬁmmewdﬁmhdehm
Kepala mmmmwww.

Seksi Sosial, Lingkungan Hidup dan Taman Nasional mempunyai tugas
Mnmmmmwmnm
dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup dan taman nasional.

Pasal 97

Unmwnwmuwummmm
Suaial,Li\gkunganHidmdanTmmannyaifungﬂ:
a.mmmmwmmmt.m
kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;

penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan masyarakat

penyusunan program, pembinaan lingkungan hidup ,

penyusunan program, pembinaan taman nasional;
mmmwmmwmﬁwmm;
WWMMWMMMWM
fungsinya .

b.

~® a0

Begien Ketuid
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 98

(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan
dibidang pelayanan umum ;

(2) SekﬂPehwannmdbmphnhthmhmmdem
bertanggungjawab pada Camat .



Pasal 99

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada
mmmmm.mmmwm
sesuai kewenangannya .
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BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 101

MMMFumlﬂmmmem

Pasal 102

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdiri
dﬁaﬂmhhhmanhlidahnmmmw”midﬂm
berbagai kelompok sesuai keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin
niehmangtungahngsiunalsanimmmmnhhpqﬂmtﬂng
berwenang dan bertanggunngjawab kepada Camat;

(3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB Vil
TATA KERJA
Pasal 103

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun
antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya;

{Z}Wﬂmmmnwmmmm
fungsinya serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya,

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari unit
bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut serta bahan pengambilan Keputusan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Uraian Tugas Kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 105
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya pada Berita Daerah

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal <o Nap-:mbw 208

CA

— " HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nogember 2org

Pit SEKRETARIS DAERAH
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BERI A DAEERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 3D



f'

BAB Vil
TATA KERJA
Pasal 103

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun
antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya;

{Z}Wﬂmmmnwmmmm
fungsinya serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya,

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari unit
bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut serta bahan pengambilan Keputusan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Uraian Tugas Kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 105
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya pada Berita Daerah

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal <o Nap-:mbw 208

CA

— " HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nogember 2org

Pit SEKRETARIS DAERAH

IH
BERI A DAEERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 3D



